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BUPATI PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA ALAM

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

bahwa secara geografis,klimatologis,hidrologis,sosiologis
dankondisisumberdayaalamnyamerupakandaerahrawanbencana
baikyang disebabkanolehalammaupun olehmanusiayangberpotensi
dapatmenimbulkankorbanjiwa,pengungsian,kerugianhartabenda,dan
kerugiandalambentuklainyangtidakternilai;
bahwapenyelenggaraanpenanggulanganbencana didaerah
perludilaksanakansecaraterarah terencana,terpadu,menyeluruh,
terkoordinasiyangmelibatkansemuapotensi yang ada didaerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah
Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;
bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud dalam
hurufa,huruf b,dan huruf
¢, perlumembentukPeraturanDaerahtentangPenyelenggaraanPena
nggulanganBencana,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
Undang-UndangNomorl 0 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1185);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor
125, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir denganUndang-
UndangNomorl2 Tahun2008tentangPerubahanKeduaAtas Undang-
UndangNomor  32Tahun2004tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor59,
Tambahan Lembaran Negara RepublikindonesiaNomor 4844);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
PedomanPembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang PeranSerta
Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang
Pedoman Umum Mitigasi Bencana,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan nasional
Penanggulangan Bencana;



23. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan
Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 115);

DenganPersetujuanBersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANGPENYELENGGARAAN

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM .

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:

1.
2.
3.

4.

10.

11.

Daerah adalah kabupaten Parigi Moutong.

Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Bencanaadalahperistiwaataurangkaianperistivayangmengancam dan mengganggu
kehidupandan penghidupanmasyarakatyang disebabkan, baik olehfaktor alam
dan/atauf a k t o r nonalammaupunf a k t o r manusia sehinggamengakibatkan
timbulnyakorbanjiwa manusia,kerusakan lingkungan,kerugianharta
benda,dandampakpsikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwayang disebabkan oleh alam antara lain  berupa gempabumi,
tsunami,gunungmeletus,banjir, kekeringan,angin topan,tanah longsor, kebakaran
umum dan abrasi.

Bencananonalam adalahbencanayangdiakibatkanolehperistiwaatau
serangkaianp eristiwanonalamyang antaralain berupagagal teknologi, gagal
modernisasi,epidemi, danwabahpenyakit.

Bencana sosialadalahbencanayangdiakibatkanolehperistiwvaatau serangkaian
peristiwayangdiakibatkanolehmanusiayangmeliputi konflik sosialantarkelompokatau
antar komunitasmasyarakat,dan teror.

Penyelenggaraan penanggulanganbencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Pencegahanbencanaadalah serangkaiankegiatanyangdilakukanuntuk
mengurangiataumenghilangkanrisiko bencana, baikmelaluipengurangan
ancamanbencana maupunpengurangankerentananpihakyangterancam bencana.
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatanyangdilakukanuntuk
mengantisipasibencanamelalui  pengorganisasiansertamelalui langkah yangtepat
guna dan berdayaguna.
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Peringatan diniadalah serangkaian kegiatanpemberian peringatan
sesegeramungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya
bencanapadasuatutempatolehlembagayangberwenang.
Mitigasiadalah serangkaian upayauntukmengurangirisiko bencana,baik
melaluipembangunan fisik maupun penyadarandanpeningkatan
kemampuanmenghadapibencana.
Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi
pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu.
Risikobencanaadalahpotensikerugianyang ditimbulkan akibat bencana
padasuatuwilayahdankurunwaktutertentuyangdapatberupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam,hilangnyarasaaman,mengungsi, kerusakan atau kehilanganharta
dan gangguankegiatan masyarakat.
Tanggapdaruratbencana adalah  serangkaian  kegiatanyang dilakukan
dengansegera pada saat kejadianbencana untuk menangani dampak buruk
yangditimbulkan,yangmeliputi
kegiatanevakuasikorban,penyelamatannyawadanhartabenda,pemenuhan
kebutuhandasar, perlindungan,pengurusanpengungsi,sertapemulihan
daruratprasarana dansarana.
Korban bencanaadalahorang atau kelompok orang yang menderitaatau
meninggaldunia akibat bencana.
Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari
tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk
bencana.
Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
Pemulihanadalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat
dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan menfungsikan kembali
kelembagaan,prasarana dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah perbaikandan pemulihansemua aspek pelayanan publik
atau masyarakat sampai pada tingkatyang memadai dengan
sasaranutamauntuk  normalisasiatau berjalannyasecarawajar semua
aspekpemerintahan dan kehidupan masyarakatpada wilayah pasca
bencanasepertipadakondisisebelumterjadinyabencana.
Rekonstruksiadalahpembangunankembali semuaprasaranadan sarana,
kelembagaanpadawilayahpascabencana, baikpadatingkatpemerintahan
maupunmasyarakatdengan sasaran utamatumbuhdanberkembangnya
kegiatanperekonomian, sosial dan  budaya,tegaknyahukumdan
ketertiban,danbangkitnyaperan sertamasyarakatdalamsegala aspek
kehidupanbermasyarakatpadawilayahpascabencana.

Pelaksanarehabilitasidan rekonstruksiselanjutnyadisebutUnitPelaksana
adalahunit kerja pengeloladan penanggungjawab kegiatanrehabilitasidan
rekonstruksipada BadanNasionalPenanggulanganBencana(BNBP)
ditingkatnasional danunitkerjapada BadanPenanggulanganBencana
Daerah(BPBD)ditingkatdaerah.

Rencanaindukadalahrencanayang bersifatkomprehensifyang berjangka

waktumenengahdan panjang.

RencanaAksi NasionalPenguranganRisikoBencanayang selanjutnya
disebut RANPRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam
jangka waktu tertentu.

RencanaA k s i DaerahPenguranganRisiko Bencanayang selanjutnya
RADPRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu
tertentu.

Wilayahbencanaadalahwilayahtertentuyangterkenadampak bencana.

Masyarakat adalah perseorangan,kelompokorang dan/atau badan hukum.

Badan NasionalPenanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah
lembaga pemerintah non-departemen yangdipimpinolehpejabat setingkatmenteri
yang dibentuk oleh pemerintah, sebagaibadanyang
berwenangmenyelenggarakanpenanggulangan bencanapada tingkat nasional.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBDKabupaten
Parigi Moutong, adalah lembaga yangdibentukolehBupati untuktingkatKabupaten
sebagaibadanyang berwenangmenyelenggarakanpenanggulangan
bencanapada tingkat Kabupaten Parigi Moutongsetelah melalui koordinasi dan
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konsultasi denganKepala BNPBsesuaidenganPeraturanPresidententangBNPB.
Lembagausahaadalahsetiapbadanhukum yang dapatberbentukbadan usaha
miliknegara, badanusahamilikdaerah, koperasi,atauswastayang  didirikan
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganyang
menjalankanjenisusaha tetapdanterusmenerusyangbekerjadan berkedudukandalam
wilayahNegaraKesatuanRepublik Indonesia.

Pengelolaanbantuanpenanggulangan bencanaadalahkegiatan
penerimaan,penyimpanandan pendistribusian bantuanyang disediakan
dandigunakanpadaprabencana,saattanggapdarurat dan pascabencana.

Bantuan tanggap daruratbencana adalah bantuanuntukmemenuhi
kebutuhandasarpadasaatkeadaandarurat.

Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk
mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan
untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.

Kemudahanaksesadalahpenyederhanaanproses atasupaya penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang
meliputipengkajiansecaracepatterhadap lokasi bencana, kerusakan,
danpenyediaan sumberdaya;penyelamatandanevakuasimasyarakat
terkenabencana;pemenuhan kebutuhandasar;perlindungan terhadap
kelompokrentan;danpemulihandengansegeraprasaranadan saranafasilitas
umum.

Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga
terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Kelompok rentanadalahbayi, balita, anak-anak,ibuhamilatau menyusui,
penyandangcacatdanorang lanjut usia.

Danapenanggulanganbencana adalah danayangdigunakan
bagipenanggulanganbencanauntuktahapprabencana, saattanggapdarurat,

dan/ataupascabencana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di sebut APBD, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dana siappakai adalahdanayang selalutersediadan dicadangkanoleh
PemerintahdanPemerintahDaerah untukdigunakan padasaattanggap
daruratbencanasampaidenganbataswaktutanggapdaruratberakhir.

Bantuan darurat bencanaadalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarpada
saattanggapdarurat.
Instansi/ lembaga terkaitadalah Instansi/lembaga yangterkaitdengan

penanggulanganbencana.
Pengurangan risiko bencana adalah mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul,
terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

BABII
ASAS, PRINSIP,DANTUJUAN

Pasal?2

Asasdalam penyelenggaraanpenanggulanganbencanayaitu:

TTQTeooTw
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kemanusiaan;

keadilan;

kesamaankedudukandalam hukumdan pemerintahan;
keseimbangan,keselarasan,dankeserasian;
Ketertiban dan kepastian hukum;

kebersamaan;

. kelestarianlingkungan hidup;

iimupengetahuandanteknologi; dan

Partisipasi.
Pasal3
nsipdalam penyelenggaraanpenanggulanganbencanayaitu:
. cepatdantepat;
. prioritas;

koordinasidanketerpaduan;

. berdayaguna dan berhasilguna;
. transparansi dan akuntabilitas;

kemitraan;



g. pemberdayaan;

h. nondiskriminatif;

nonproletisi;

kemandirian; dan

membangun kembali ke arah yang lebih baik

x._ -

Pasal4

Penyelenggaraanpenanggulanganbencanabertujuanuntuk:

a. memberikanperlindungankepadamasyarakatdariancamanbencana,

b. menyelaraskanperaturanperundang-undanganyangsudahada,;

c. menjaminterselenggaranyapenanggulanganbencana secara terencana,
terpadu,terkoordinasi,danmenyeluruh;

d. menghargai budayalokal;

e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta,;

f. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi
bencana;

g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya
bencana-bencana sosial dan bencana nonalam serta meminimalisasi dampak bencana alam,
bencana non alam, serta bencana sosial.

h. mendorongsemangatgotong royong, kesetiakawanan,dan kedermawanan; dan

i. menciptakan perdamaiandalam
kehidupanbermasyarakat,berbangsa,danbernegara.

BABIII
TANGGUNGJAWABDANWEWENANG
Pasal5
TanggungjawabPemerintah Daerahdalampenyelenggaraanpenanggulangan

bencanameliputi:

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsiyang terkena
bencanasesuaidenganstandar pelayananminimum;

b. perlindunganmasyarakatdaridampakbencana;

c. penguranganresikobencanadanpemaduanpenguranganresikobencana
denganprogrampembangunan;dan

d. pengalokasiandana penanggulanganbencanadalamAPBDyang memadai;

. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan

f. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari
APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media
cetak dan elektronik.

o

Pasal6
Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan
bencana, meliputi :
a. penetapankebijakanpenanggulanganbencanapadawilayahnyaselaras
dengankebijakanpembangunandaerabh;

b. pembuatan perencanaan pembangunan  yang memasukkan  unsur-
unsurkebijakanpenanggulanganbencana;

c. pelaksanaan kebijakankerjasamadalampenanggulangan bencana
denganProvinsidan/atauKabupaten/Kotalain;

d. pengaturanpenggunaanteknologiyangberpotensisebagaisumber ancamanatau

bahayabencanapadawilayahnya;

e. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

f. mengerahkanseluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukungpenyelenggaraan
penanggulangan bencana

g. menyusun perencanaan,pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

h. perumusankebijakanpencegahan penguasaan dan pengurasansumber daya alam
yang melebihi kemampuanalam dan dampakperubahaniklim ; dan

i. pengendalianpengumpulandanpenyaluran uangatau barang yang berskala
Kabupaten.



BABIV
KELEMBAGAAN

Pasal7

Penyelenggara penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah dibawah
koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(1)

(2)
(3)
(4)

BABV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

Setiap orang, berhak :

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok
masyarakat rentan;

b. mendapatkan pendidikan,pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

d. berperan serta dalam perencanaan,pengoperasian, dan pemeliharaan program
penyediaan bantuan pelayanan termasuk dukungan psikososial,

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana,khususnya yang berkaitan dengan
diri dan komunitasnya;dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas
pelaksanaan penanggulangan bencana.

Setiap orang yang terkena bencana mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan

dasar.

Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan

kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau

Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena

bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban :

a.

b.

menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,memelihara keseimbangan,
keserasian,keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun
kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana;

berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;dan

memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan
bencana sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c sekurang-
kurangnya memuat:

(1)informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

(2)informasi tentang data kebencanaan;

(3)informasi tentang risiko bencana;

(4)informasi tentang prediksi bencana; dan

(5)informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Ketiga
Perlakuan Khusus

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana

kepada kelompok masyarakat rentan yang meliputi :
a. penyandang cacat;
b. orang usia lanjut;



c. bayi, balita dan anak-anak;
d. perempuan hamil dan menyusui;dan
e. orang sakit.
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. aksesibilitas;
b. prioritas pelayanan; dan
c. fasilitas pelayanan.

Pasal 11
Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana
Pemerintah Daerah harus memperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:
a. perempuan; dan
b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

BAB VI
FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 12
(1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dibentuk suatu forum yang
anggotanya antara lain tediri dari unsur:
a. pemerintah daerah;
b. dunia pendidikan;
c. media massa;
d. organisasi masyarakat sipil; dan
e. dunia usaha.
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodir inisiatif-inisiatif
pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 13

Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:

a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;

b. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku
kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;

c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam
menghadapi risiko bencana; dan

d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 14

(1)Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, forum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.

(2)Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi
pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat
yang bersangkutan.

(3)Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan
masyarakat setempat.

Pasal 15
(1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan risiko bencana,Pemerintah
Daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

BABVII
PERAN LEMBAGA USAHA,LEMBAGA INTERNASIONAL,
DANLEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 16
Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan
kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun
secara bersama dengan pihak lain.



Bagian Kedua
Peran Lembaga Usaha

Pasal 17

(1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kegiatannya menyesuaikan
dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan
kepada Pemerintah Daerahyang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta
menginformasikan kepada publik secara transparan.

(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan
fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Internasional

Pasal 18

(1) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, untuk mendukung
penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana,
pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan
masyarakat.

(2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan
jaminan perlindungan dari Pemerintah,Pemerintah Daerah, terhadap para pekerjanya, sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

(3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana
berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 19

(1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berkewajiban
menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana
dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah
mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.

(3) Lembaga internasional berkewajiban menaati ketentuan Peraturan Perundag-Undangan
yang berlaku dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat
setempat.

(4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan
keamanan dan keselamatan.

Pasal 20
(1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah
Kabupatendalampenanggulangan bencana.
(2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 21
(1) Peran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyediakan
sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang
dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten.

(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong; dan
b. memberikan dan melaporkan kepada kepala BPBD Kabupaten dalam mengumpulkan
barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BABVIII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGANBENCANA
Pasal 22
(1) Penyelenggaraan penanggulanganbencana meliputitahapprabencana,

saattanggapdarurat,danpascabencana.



(2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulanganbencanadilakukan
secaraberjenjangmulai dariKabupaten,KecamatandanDesa/Kelurahan.

Pasal 23
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:
a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektivitas;dan
d. lingkup luas wilayah.

Pasal 24

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat:

a. menetapkan kawasan rawan bencana menjadi kawasan terlarang untuk
permukiman;dan

b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau
masyarakat atas suatu benda.

(2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak
kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIX
PRA BENCANA

BagianKesatu
Umum

Pasal25
Penyelenggaraanpenanggulanganbencanapadatahapanprabencana meliputi:
a. dalam situasi tidak terjadibencana;dan
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinyabencana.

BagianKedua
SituasiTidakTerjadiBencana

Pasal26
Penyelenggaraanpenanggulangan  bencanadalamsituasi tidak terjadi bencana
sebagaimanadimaksuddalam Pasal25hurufa,meliputi:
perencanaanpenanggulanganbencana;
penguranganrisikobencana;
pencegahan;
pemaduandalam perencanaanpembangunan;
persyaratananalisis risikobencana;
pelaksanaandanpenegakanrencanatata ruang;
pendidikandan pelatihan;dan
persyaratanstandarteknispenanggulanganbencana.
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Pasal 27

(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a
merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau
secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

(3) penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten.

(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
bardasarkan hasil analisis risiko bencana pada wilayah Kabupaten Parigi Moutong dalam
waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan
bencana.

(5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;



(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

analisis kemungkinan dampak bencana;

pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan

alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah
daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan
perencanaan penanggulangan bencana.
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Pasal 28
Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan
untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi
sedang tidak terjadi bencana.
Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
b. perencanaan partisipasi penanggulangan bencana;
c. pengembangan budaya sadar bencana;
d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 29
untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi
pengurangan risiko bencana.
Rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam satu forum yang meliputi Unsur dari
Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah yang di
koordinasikan olen BPBDKabupaten Parigi Moutong.
Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana disusun oleh BPBD Kabupaten parigi
Moutongsetelah di koordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di
bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional
pengurangan risiko bencana.
Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD
Kabupatenuntuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ¢ meliputi :

a.
b.

C.

d.
e.

Indentifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba
dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;

Pemantauan penggunaan tekhnologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi
menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;

Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;dan

Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 31

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana
penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

(1)

(2)

()

Pasal 32
Persyaratananalisis risiko bencanasebagaimana dimaksud dalam
Pasal26hurufe,ditujukan untuk mengetahuidan menilai tingkat risiko

darisuatukondisiatau kegiatanyangdapatmenimbulkanbencana.

Persyaratan analisis risikobencana sebagaimanadimaksudpadaayat(1),
digunakansebagai dasar dalampenyusunananalisismengenaidampak
lingkungan,penataanruangserta pengambilantindakan pencegahandan mitigasi.
Setiap kegiatanpembangunanyangmempunyairisikotinggimenimbulkan
bencana,wajibdilengkapi dengananalisisrisikobencana.



Pasal 33
(1) Pelaksanaan danpenegakanrencanatataruangsebagaimana dimaksud
dalamPasal 26huruff,dilakukanuntukmengendalikanpemanfaatanruang
sesuairencanadetail tataruang wilayahKabupaten.
(2) Pelaksanaan danpenegakanrencanatataruangjugadimungkinkanuntuk
membuatpetarawanbencanaserta menginformasikannyakepada
masyarakat,terutamamasyarakatyangdidaerahrawan bencana.

Pasal 34

(1) PendidikandanpelatihansebagaimanadimaksuddalamPasal 26hurufg, ditujukan untuk
meningkatkankesadaran,kepedulian,kemampuan,dan
kesiapsiagaanmasyarakatdalam menghadapibencana.

(2) Pendidikan dan pelatihansebagaimana dimaksud pada ayat(1),diselenggarakan
olehPemerintah danPemerintah Daerah dalambentuk
pendidikanformal,nonformal,daninformalyangberupa pelatihandasatr,
lanjutan,teknis,simulasi,dangladi.

(3) Teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35
Persyaratan standarteknispenanggulanganbencanasebagaimanadimaksud
dalamPasal 26hurufh,merupakanstandaryangharus dipenuhidalam

penanggulanganbencanaberdasarkanpedomanyangtelah ditetapkan.

BagianKetiga
Situasiterdapatpotensiterjadinyabencana

Pasal36
Penyelenggaraanpenanggulangan bencanadalamsituasi tidak
terjadibencanasebagaimanadimaksuddalam Pasal25hurufb,meliputi:
a. kesiapsiagaan;
b. peringatandini; dan
Cc. mitigasibencana.

Pasal 37
(1) Kesiapsiagaan sebagaimanadimaksuddalam Pasal36 hurufa, antara lain dilakukan
melalui:
a. kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangankedaruratan;
b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
c. penyediaan dan penyiapan baranag-barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar;
d. menyiapkanpersonil,prasana dan saranayang akan dikerahkandan
digunakandalampelaksanaanprosedurtetap (PROTAP);
e. memasangpetunjuk tentangkarakteristik bencanadan penyelamatandi tempat-
tempatrawan bencana;
f. menginventarisasiwilayah rawan bencana dan Iokasiaman untuk evakuasi
pengungsi sertajalur evakuasiaman;
g. penyuluhan,pelatihandangladi tentangmekanisme tanggapdarurat,
h. penyiapanlokasievakuasi;dan
i. penyusunandanpemutakhiranprosedur-prosedurtetap tanggapdarurat bencana.
(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
tanggung jawab Pemerintah,Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama
masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal38
(1) PeringatandinisebagaimanadimaksuddalamPasal 36hurufb,dilakukan
untukmengambiltindakancepatdantepat dalam
rangkamengurangirisikoterkenabencanasertamempersiapkantindakantanggapdar

urat.
(2) Peringatandinisebagaimanadimaksudpadaayat (1), dilakukan dengan cara :
a. mengamatigejala bencana,;
b. menganalisa data hasil pengamatan;
c. mengambilkeputusanberdasarkan hasilanalisa;



d. menyebarluaskan hasilkeputusan;dan
e. mengambiltindakanolehmasyarakat.

(3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebarluaskan
danwajibdilakukanolehlembagapemerintah,lembaga penyiaran swasta,danmedia
massauntukmengerahkansumber daya.

Pasal39
(1) Mitigasi bencanasebagaimanadimaksuddalamPasal36hurufc, dilakukan untuk
mengurangirisiko dan dampakyang diakibatkanoleh

bencanaterhadapmasyarakatyang beradapada kawasan rawan bencana.
(2) Kegiatan mitigasibencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang vyang berdasarkan
padaanalisarisikobencana;
b. pengaturanpembangunan,pembangunan infrastruktur, dantata bangunan;dan
C. penyelenggaraan pendidikan,pelatihan,danpenyuluhan,baik secara
konvensionalmaupunmodern.

BABX
TANGGAPDARURAT
Pasal40
(1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi :
a. pengkajiansecaracepatdan tepat terhadaplokasi,kerusakan,kerugian

dansumberdaya,;
b. penentuanstatuskeadaandaruratbencana;
penyelamatan dan evakuasi/mengungsikanmasyarakat terkenabencana;
pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi
penyediaanmakanan,sandang, tempat tinggal, kesehatandan sanitasi,
pendidikan,sarana kegiatanibadahbagikorbanbencana sesuaidengan
standarminimum kemanusiaan,;

e. perlindunganterhadapkorban yangtergolongkelompok rentan;dan

f. pemulihandengansegeraprasaranadan saranavital.
(2) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
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Pasal 41

(1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a dilakukan
untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari
Kepala BPBD sesuai kewenangannya.

(2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
indentifikasi terhadap :

cakupan lokasi bencana;

jumlah korban;

kerusakan prasarana dan sarana;

gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan

kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
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Pasal 42

(1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 40huruf b
dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

(2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
tingkat Kabupaten dilakukan olehBupati.

(3) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses
di bidang:

pengerahan sumber daya manusia;

pengerahan peralatan;

pengerahan logistik;

imigrasi, cukai, karantina;

perizinan;

pengadaan barang/jasa;

pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang;

penyelamatan; dan

komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43
(1) Pada saat keadaan darurat bencana, kepala BPBD Kabupaten berwenang mengerahkan
sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk
melakukan tanggap darurat.
(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia,
peralatan dan logistik.

Pasal 44
(1) Kepala BPBDKabupaten berwenang melakukan dan atau meminta pengerahan daya:
. sumber daya antar daerah;
. lembaga internasional yang bertugas menanggulangi bencana;
search And Rescue;
. tentara Nasional Indonesia;
. kepolisian Negara Republik Indonesia;
palang merah Indonesia;
. perlindungan Masyarakat;
. lembaga Sosial dan Keagamaan; dan
i. lembaga lain yang terkait.
(2) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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Pasal 45
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana
yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
a. pencarian dan penyelamatan korban;
b. pertolongan darurat; dan
c. evakuasi korban.

Pasal 46
Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi bantuan
penyediaan :
a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
b. pangan;
c. sandang;
d. pelayanan kesehatan;
e. pelayanan psikososial; dan
f.  penampung dan tempat hunian.
Pasal 47
(1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan

meliputi:
a. Pendataan;

b. Penempatan pada lokasi yang aman; dan
c. Pemenuhan kebutuhan dasar.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48
Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e
dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan,
evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.

Pasal 49
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40huruf f
dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

BABXI
PASCABENCANA



BagianKesatu
Umum

Pasal50

Penyelenggaraanpascabencanamencakuptahap:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.

(1)

(@)

®3)
(4)

()

BagianKedua
Rehabilitasi

Pasal 51
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
perbaikan lingkungan daerah bencana;
perbaikan prasarana dan sarana umum;
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
pemulihan sosial psikologis;
pelayanan kesehatan;
rekonsiliasi dan resolusi konflik;
pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
pemulihan keamanan dan ketertiban;
pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j.  pemulihan fungsi pelayanan publik.
Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana,
Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis
kerusakan dan kerugian akibat bencana.
Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan :
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a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
b. kondisi sosial;

c. adat istiadat;

d. budaya; dan

e. ekonomi.

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh
Kepala BPBD Kabupaten.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

(1)

(2)

3)

dengan Peraturan Bupati.

BagianKetiga
Rekontruksi

Pasal52
Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b pada wilayah pascabencana
dilakukan melalui kegiatan :
pembangunan kembali prasarana dan sarana;
pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baik serta tahan
bencana;
e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan

masyarakat;

f. peningktatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana,
Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis
kerusakan dan kerugian akibat bencana.
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(4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan :

a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
b. kondisi sosial;

c. adat istiadat;

d. budaya;

e. ekonomi.

(5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh
Kepala BPBD Kabupaten parigi Moutong.

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BABXII
PENDANAAN DAN PENGELOLAANBANTUAN BENCANA

Bagian kesatu
Pendanaan

Pasal 53
(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. APBN;
b. APBD;
c. Masyarakat; dan/ atau
d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan
dana yang bersumber dari masyarakat.
(4) Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat:
a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan
bencana;
b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan
bencana; dan
c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
(5) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima
oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.

Pasal 54
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana
yang memadai dalam APBD meliputi tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap
pascabencana.
(2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 55

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam
situasi :
1. Tidak terjadi bencana, yang meliputi :
perencanaan penaggulangan bencana;
pengurangan risiko bencana;
pencegahan;
pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
persyaratan analisis risiko bencana;
pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
pendidikan dan pelatihan;dan
. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
2. Terdapat potensi terjadinya bencana, yang meliputi:

a. kesiapsiagaan;

b. peringatan dini;dan

c. mitigasi bencana.
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Pasal 56
(1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi :



a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-
masing instansi/lembaga terkait; dan
b. dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran
APBD.
(2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dansumber
daya;
kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada
pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
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pelayanan kesehatan; dan

penampungan serta tempat hunian sementara.

(4) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan
bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD Kabupaten dan
harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

(5) Tata cara penggunaan dana siap pakai penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. pertolongan darurat;

c. evakuasi korban bencana;

d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

e. pangan;

f. sandang;

g.

h.

Pasal 57
Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan :
a. Rehabilitasi; dan
b. Rekonstruksi.

Pasal 58
Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pengumpulan uang dan barang dalam
penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 59
Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penanggulangan,
penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau
uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 60
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan BPBD Kabupaten, melakukan pengelolaan sumber daya
bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61
Pada saat tanggap darurat BPBD mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana
yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 62
Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana
pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan
kondisi kedaruratan.

Pasal 63
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana
kepada korban bencana.

(2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. santunan duka cita;



3)

(1)
(2)

(1)
(2)
®3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

santunan kecacatan;

pinjaman lunak untuk usaha produkitif;

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan

e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit.

Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 64
Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh perangkat Daerah yang di
tunjuk oleh Bupati.
Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluarsa agar
diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.

BABXIII
PENGAWASAN

Pasal 65
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan
bencana.
Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di
bidang pengawasan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara
bertingkat sebagai berikut:
a. lingkup Kabupaten oleh Bupati;
b. lingkup kecamatan oleh Camat; dan
c. lingkup kelurahan oleh Lurah/Desa.
Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
sumber ancaman atau bahaya bencana;
kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
pemanfaatan barang, jasa, tekhnologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun
dalam negeri;
kegiatan konservasi lingkungan hidup;
perencanaan tata ruang;
pengelolaan lingkungan hidup;
kegiatan reklamasi; dan
pengelolaan keuangan.
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Pasal 66

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan,
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan
pengumpulan dan penyaluran bantuan.

Apabila hasil pengawasan dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan
adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan
dimaksud harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan.

Pasal 67
Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan
dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan
penanggulangan bencana.
Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran
bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pasal 68
Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggungjawaban dana pada tahap
prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggungjawaban keuangan dan
kinerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.



3)

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)
(2)

(1)

()

(1)

Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi
kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaaan
dana melalui media massa setempat.

BAB XIV
PEMANTUAN DAN EVALUASI

Pasal 69
Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk
memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah
Penanggulangan Bencana beserta Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, dan dapat
melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi
menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur
Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian
standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 70
Penyelesaian penyelenggaraan sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama
diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh
kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian yang diluar pengadilan atau
melalui pengadilan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 71
Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi
wewenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini.
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berwenang :
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan pemeriksaan;
menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara;
menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut
umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
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BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72
Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42ayat (3) dipidana dengan pidana penjara diancam dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh
juta).



(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara diancam
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000. (lima puluh juta).

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BABXVIII
KETENTUANPERALIHAN

Pasal73
Semua program dan Kkegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
penanggulangan bencana yangtelah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah inidinyatakan tetap berlaku sampaidengan masa berlakunya berakhir, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74
Hal-hal sepanjang menyangkut yang bersifat teknis dalam Peraturan Daerah ini akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BABXIX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 75
PeraturanDaerah inimulaiberlaku padatanggaldiundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya,
memerintahkanpengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalam
LembaranDaerahKabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 28 Desember 2012

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2012NOMOR 31



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR12 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Umum

Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai manusia.Fenomena ini
berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa diprediksi.Dampak yang merusak ini
dapat berupa korban jiwa atau kerugian harta benda sehingga mengacaukan tatanan alam
dan sosial.

Wilayah Parigi Moutong merupakan secara geografis,klimatologis, hidrologis,dan
kondisisumberdayaalamnyamerupakandaerahrawanbencana
yangberpotensimenimbulkankorbanjiwa,pengungsian,kerugianhartabenda,dankerugi
andalambentuklainyangtidakternilai.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah
terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa
yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut, yang pada akhirnya akan sangat
mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun
mareril.

Oleh karena itu sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah adalah menjadi kewajiban
pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun
Peraturan Daerah yang diharapkan dapat menimbulkan dampak dari bencana yang akan
terjadi.

Pasal demi Pasal

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan termanisfestasi dalam
penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan
hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah setiap materi muatan ketentuan
dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan adalah materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
tidak boleh berisi hal-halyang membedakan latar belakang antara lain agama,
suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Huruf d
Yang dimaksud asas keseimbangan adalah materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial
danlingkungan.Yang dimaksud dengan asas keselarasan adalah materi muatan
ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata
kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas keserasiaan adalah
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan
keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah materi
muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.



Pasal 3

Pasal 4

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah penanggulangan bencana
pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan
masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidup adalah materi muatan
ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan
untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang demi kepentingan
bangsa dan Negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa
dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses
penangulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi
bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip cepat dan tepat adalah dalam penanggulangan
bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan
keadaan .

Huruf b Yang dimaksud dengan prinsip prioritas bahwa apabila terjadi bencana,
kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada
kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan
bencana berdasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah penanggulangan bencana
dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama
yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi
kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan
biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna adalah bahwa kegiatan
penanggulanagan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi
kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang
berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah bahwa penaggulangan
bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan prinsip akuntablitas adalah bahwa penanggulangan
bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik
dan hukum.

Huruf f

Cuhup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminasi adalah bahwa Negara dalam
penaggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap
jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan nonproletisasi adalah bahwa dilarang menyebarkan
agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui
pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf |

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Cukup Jelas



Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15

Pasal 16

Cukup jelas

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Pengendalian dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan
pengumpulan uang atau barang berskala Kabupaten yang diselenggarakan oleh
masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan Bupati sesuai
dengan kewenangannya.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat
yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya diantaranya
lanjut usia,penyandang cacat,anak-anak, serta ibu hamil dan masyarakat.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas



Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan analisis risiko bencana adalah kegiatan penelitian dan
studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksudkan dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi
menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan
terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata
nuklir, pembuatan limbah, eksplorasi tambang dan pembabatan hutan.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas



Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas



Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas
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